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ABSTRAK 

Komunikasi kebijakan telah mengalami transformasi signifikan dengan munculnya media 
sosial sebagai saluran utama dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada publik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial dalam komunikasi kebijakan dan 
pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan digital. Dengan menggunakan pendekatan 
teoritis, penelitian ini menganalisis bagaimana media sosial dapat memperkuat transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa media sosial memfasilitasi distribusi informasi secara lebih 
cepat, meningkatkan keterlibatan publik, dan memungkinkan dialog dua arah antara 
pemerintah dan masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah penyebaran 
misinformasi dan polarisasi opini yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap 
kebijakan pemerintah. Penelitian ini menyarankan pengembangan kerangka komunikasi 
kebijakan berbasis media sosial untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih 
responsif dan inklusif. 
 
Kata kunci: Komunikasi Kebijakan, Media Sosial, Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi Publik, 
Misinformasi, Polarisasi Opini, Tata Kelola Digital. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

telah membawa transformasi signifikan dalam cara pemerintah menyampaikan kebijakan 
kepada publik. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah hadirnya 

media sosial sebagai ruang interaksi publik yang dominan dan dinamis (Castells, 2009; 
Chadwick, 2013). Platform digital seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok telah 

menjadi kanal utama komunikasi publik yang memungkinkan pertukaran informasi secara 
instan, dialog terbuka, serta keterlibatan aktif antara negara dan warganya. Media sosial 

telah mendorong pergeseran dari model komunikasi kebijakan yang bersifat birokratis dan 
satu arah menuju pola yang lebih dialogis dan partisipatif, sejalan dengan pendekatan 

komunikasi dua arah simetris (Grunig & Hunt, 1984; Macnamara, 2016). 
Dalam konteks global, pemerintah di berbagai negara telah memanfaatkan media 

sosial untuk meningkatkan transparansi, menyampaikan informasi kebijakan secara real -

time, dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Media sosial bukan hanya berfungsi 
sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata 

kelola digital (digital governance), mempercepat respons publik, serta menciptakan ruang 
deliberatif yang lebih terbuka dan responsif (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010; Dunleavy et 

al., 2006). Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam penggunaan media sosial oleh 
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi komunikasi 
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kebijakan. Kementerian Kesehatan, misalnya, aktif menggunakan media sosial untuk 
menjelaskan kebijakan vaksinasi, menanggapi aduan publik, serta mengklarifikasi informasi 
yang beredar. Pemerintah daerah seperti Pemprov DKI juga memanfaatkan platform digital 
seperti aplikasi JAKI untuk menyampaikan layanan, menampung aspirasi warga, dan 
menyebarkan informasi kebijakan secara interaktif. 

Namun demikian, tantangan besar turut muncul dari masifnya penggunaan media 
sosial dalam komunikasi kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah maraknya 

penyebaran misinformasi dan disinformasi melalui algoritma digital yang tidak terkendali 
(Allcott & Gentzkow, 2017; Lazer et al., 2018). Informasi yang tidak valid dapat menciptakan 

kebingungan, mengganggu proses komunikasi kebijakan, dan menurunkan legitimasi 
pemerintah di mata publik. Selain itu, fenomena polarisasi opini akibat filter bubble dan 

echo chamber semakin memperkuat pembelahan sosial dan menghambat terciptanya 
dialog publik yang sehat (Sunstein, 2017; Tucker et al., 2018). Di negara berkembang seperti 

Indonesia, tantangan ini diperparah oleh rendahnya literasi digital, ketimpangan akses 
teknologi, serta minimnya kebijakan komunikasi digital yang terstruktur dan inklusif.  

Literatur mengenai e-governance, komunikasi politik, dan partisipasi digital 
menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas 
demokrasi, memperkuat partisipasi publik, dan mendorong keterbukaan dalam 
pemerintahan. Namun, kajian yang secara sistematis mengintegrasikan teori komunikasi 
kebijakan, tata kelola digital, dan partisipasi publik dalam satu kerangka konseptual masih 
terbatas, terutama dalam konteks negara-negara berkembang (Nam, 2012; Effing et al., 
2016). Padahal, integrasi tersebut penting untuk memahami bagaimana komunikasi 

kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan demokratis melalui media sosial. Oleh 
karena itu, penting untuk menyusun model konseptual yang mampu memetakan relasi 

antara media sosial dan transformasi komunikasi kebijakan secara komprehensif. 
Berangkat dari urgensi tersebut, artikel ini mengangkat pertanyaan utama mengenai 

bagaimana media sosial dapat ditransformasikan menjadi instrumen komunikasi kebijakan 
yang efektif dalam kerangka tata kelola digital, khususnya di negara berkembang seperti 

Indonesia. Pertanyaan turunan yang ditelaah meliputi bagaimana media sosial dapat 
memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses kebijakan, 

serta bagaimana tantangan seperti disinformasi dan polarisasi opini dapat diatasi. Tujuan 
utama dari artikel ini adalah menyusun kerangka teoretis yang mengintegrasikan tiga 

pendekatan utama yaitu komunikasi dua arah simetris, digital governance, dan partisipasi 
publik digital sebagai landasan untuk memahami dan merancang strategi komunikasi  

kebijakan yang adaptif, transparan, dan partisipatif di era digital. 
Manfaat dari artikel ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, artikel ini 

berkontribusi dalam memperkaya kajian komunikasi kebijakan dengan menghadirkan 
pendekatan lintas-disiplin yang belum banyak diintegrasikan dalam studi sebelumnya. 
Secara praktis, artikel ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, instansi pemerintah, 

serta praktisi komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi berbasis media sosial 
yang lebih terstruktur, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat digital. Selain 

itu, artikel ini juga relevan sebagai panduan awal dalam pengembangan kebijakan 
komunikasi digital yang adaptif terhadap tantangan disinformasi dan ketimpangan akses 

informasi. 
Kebaruan utama dari artikel ini terletak pada penggabungan tiga pendekatan 

teoretis yang selama ini dikaji secara terpisah, yaitu komunikasi dua arah simetris, digital 
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governance, dan partisipasi publik digital, ke dalam satu model konseptual yang utuh dan 

aplikatif. Model ini menggambarkan posisi media sosial sebagai simpul strategis dalam 
proses komunikasi kebijakan yang bersifat interaktif, deliberatif, dan berbasis kepercayaan. 

Selain itu, artikel ini secara khusus menempatkan konteks negara berkembang sebagai 
ruang aplikatif dari model yang disusun, sesuatu yang masih jarang diangkat dalam literatur 

global. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam 
pengembangan ilmu komunikasi publik sekaligus mendukung upaya reformasi tata kelola 

pemerintahan menuju model yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berkeadilan di era 
transformasi digital. 

 
METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian teoretis 
(theoretical review). Karakteristik utama dari pendekatan ini bersifat konseptual dan 

analitis, dengan tujuan menyusun sebuah kerangka konseptual atas transformasi 
komunikasi kebijakan melalui media sosial dalam konteks tata kelola digital. Pendekatan ini 
dipilih karena fokus utama penelitian adalah membangun pemahaman teoritis yang 
integratif berdasarkan sintesis literatur akademik, bukan pada pengumpulan data empiris 
secara langsung (Snyder, 2019). 

Penelitian ini dilakukan secara dokumentatif dan berbasis pustaka tanpa keterikatan 
pada lokasi fisik tertentu. Proses eksplorasi literatur dan analisis berlangsung sepanjang 

tahun akademik 2024–2025. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
literatur ilmiah dari jurnal-jurnal terindeks Scopus dan Web of Science, serta buku-buku 

akademik yang relevan. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui 
telaah terhadap hasil-hasil kajian teoretis serta temuan-temuan dari penelitian terdahulu. 

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci 
seperti: “policy communication”, “digital governance”, “social media and public 

engagement”, “e-governance”, “misinformation”, “participatory communication”, dan 
“citizen engagement in digital age”. Adapun kriteria seleksi literatur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: (1) dipublikasikan antara tahun 2006 hingga 2024, (2) terindeks dalam 
jurnal bereputasi (Q1–Q2), (3) memiliki relevansi dengan topik komunikasi kebijakan, media 

sosial, dan partisipasi publik, serta (4) mengandung dasar teori atau model konseptual yang 

dapat digunakan sebagai fondasi dalam proses sintesis teori. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap 

database akademik dengan pendekatan snowballing, guna memperluas cakupan referensi 
yang relevan. Setelah literatur dikumpulkan, data dianalisis menggunakan pendekatan 

analisis tematik konseptual yang melibatkan tiga tahap utama: pertama, klasifikasi literatur 
berdasarkan fokus tematik (komunikasi, tata kelola digital, dan partisipasi publik); kedua, 
identifikasi hubungan antar konsep dan analisis keterkaitannya dengan penggunaan media  
sosial dalam konteks kebijakan publik; dan ketiga, sintesis teori yang mengintegrasikan 

pendekatan komunikasi dua arah simetris, digital-era governance, dan teori partisipasi 
publik ke dalam satu kerangka konseptual terpadu. 

Untuk menjamin validitas konseptual, penelitian ini hanya menggunakan sumber 
primer dari jurnal ilmiah dan buku akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Selain itu, dilakukan triangulasi lintas disiplin dengan membandingkan pendekatan 
dari bidang ilmu komunikasi, administrasi publik, dan ilmu politik. Pendekatan ini 
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diharapkan dapat memastikan bahwa kerangka teoretis yang dikembangkan bersifat 
akurat, kontekstual, dan relevan dengan dinamika komunikasi kebijakan digital di era 
transformasi pemerintahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan di era digital 

mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Jika sebelumnya relasi antara pemerintah 
dan publik bersifat hierarkis dan top-down, kini terjadi transformasi menuju hubungan yang 
lebih partisipatif, dialogis, dan responsif. Pergeseran ini tercermin dalam tiga pendekatan 
utama yang menjadi fondasi konseptual penelitian ini, yakni: (1) pendekatan komunikasi dua 
arah simetris (Grunig & Hunt, 1984), (2) model tata kelola digital (Dunleavy et al., 2006; 
Meijer & Bolívar, 2016), dan (3) partisipasi publik berbasis digital (Arnstein, 1969; Effing et 

al., 2016). Ketiga pendekatan ini saling memperkuat dalam menjelaskan bagaimana media 
sosial memainkan peran strategis dalam membentuk ekosistem komunikasi kebijakan yang 
adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekspektasi publik. 

Media sosial tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat penyebaran informasi, 
melainkan telah menjadi ruang interaktif tempat negosiasi makna dan legitimasi kebijakan 
berlangsung secara publik. Transformasi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan saat 
ini merupakan bagian integral dari praktik tata kelola yang inklusif, dinamis, dan berbasis 
data. Pemerintah, melalui akun resmi institusi dan aktor kebijakan, mampu membangun 
keterhubungan langsung dengan masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan kebijakan 
secara real-time. Namun demikian, efektivitas komunikasi ini sangat bergantung pada 
kemampuan institusi dalam mengelola interaksi digital secara strategis, konsisten, dan 
transparan. 

Media sosial juga terbukti memperkuat fungsi transparansi dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Studi Bertot, Jaeger, dan Grimes (2010) menekankan 
bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sistem transparency by design, di mana publik 
memiliki akses langsung terhadap proses perumusan kebijakan, distribusi anggaran, dan 

evaluasi kinerja pemerintah. Di Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian 
Kesehatan merupakan contoh institusi yang aktif memanfaatkan media sosial untuk 

menjelaskan kebijakan, merespons pertanyaan publik, dan menindaklanjuti aduan 
masyarakat. Meski demikian, Meijer dan Bolívar (2016) mengingatkan bahwa transparansi 
digital belum tentu menjamin akuntabilitas substantif, terutama jika komunikasi hanya 
digunakan secara simbolik tanpa disertai komitmen perubahan kebijakan yang nyata. 

Salah satu potensi besar dari media sosial adalah kemampuannya menciptakan 
dialog dua arah secara langsung antara pemerintah dan warga negara. Platform seperti 
Twitter, Instagram, dan TikTok menyediakan ruang partisipatif yang memungkinkan 
komunikasi dua arah simetris terwujud dalam praktik. Beberapa kepala daerah di Indonesia, 
seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, telah menunjukkan penggunaan media sosial 
untuk membangun percakapan publik secara aktif. Ridwan Kamil kerap menjawab 
pertanyaan warga, menjelaskan kebijakan publik secara singkat dan ringan, bahkan 
mengajak masyarakat berdiskusi sebelum mengambil keputusan strategis. Fenomena ini 
menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana diplomasi publik yang berbasis pada 
kepercayaan dan keterlibatan langsung. Meski begitu, keberhasilan model ini tetap 
memerlukan dukungan kelembagaan dalam bentuk sistem manajemen media sosial yang 
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responsif, berbasis data, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang 

komunikasi digital. 
Di sisi lain, tantangan yang muncul dari komunikasi kebijakan digital juga tidak bisa 

diabaikan. Misinformasi dan disinformasi menjadi ancaman serius yang dapat melemahkan 
efektivitas pesan kebijakan dan mengikis kepercayaan publik. Allcott dan Gentzkow (2017) 

serta Lazer et al. (2018) menemukan bahwa konten palsu dan sensasional memiliki daya 
sebar lebih cepat dibandingkan informasi faktual, akibat algoritma keterlibatan yang 

digunakan oleh sebagian besar platform digital. Fenomena ini diperparah dengan adanya 
filter bubble dan echo chamber, di mana individu hanya terekspos pada informasi yang 

mendukung pandangan mereka sendiri, sehingga menghambat terciptanya dialog yang 
sehat dan deliberatif (Sunstein, 2017). Di Indonesia, kasus disinformasi terkait vaksinasi 

COVID-19, revisi UU Cipta Kerja, dan kebijakan subsidi energi menunjukkan betapa 
rentannya komunikasi kebijakan terhadap manipulasi digital. Oleh karena itu, strategi 

komunikasi kebijakan perlu dilengkapi dengan upaya literasi digital, mekanisme verif ikasi 
informasi, dan keterlibatan aktor masyarakat sipil sebagai mitra dalam klarifikasi kebijakan.  

Dari temuan ini, dapat dirumuskan sebuah kerangka konseptual yang 
menggambarkan posisi strategis media sosial sebagai penghubung antara komunikasi 
simetris, tata kelola digital, dan partisipasi publik digital. Ketiga elemen tersebut membentuk 
ekosistem komunikasi kebijakan yang saling berkaitan, dengan media sosial sebagai simpul 
penghubung yang memungkinkan terjadinya dialog, transparansi, dan pelibatan warga 

negara dalam proses kebijakan. Model ini disajikan dalam ilustrasi berikut: 
Gambar 1. Kerangka Sintesis Teoretis Komunikasi Kebijakan Digital  



Proceedings of the 5th ASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025) ISSN: 3032-6966 
 

 

 

 

566 
Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin 
Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) 

 

Model tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi dua arah simetris bertumpu 
pada relasi yang dialogis antara pemerintah dan publik. Tata kelola digital berfungsi 
menjamin transparansi dan akuntabilitas, sementara partisipasi publik digital menekankan 
pentingnya keterlibatan warga dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Ketiganya 
bertemu dalam ruang media sosial yang memungkinkan terjadinya komunikasi kebijakan 
yang lebih terbuka, real-time, dan kolaboratif. 

Implikasi teoretis dari model ini adalah bahwa media sosial tidak lagi hanya 

diposisikan sebagai alat penyebaran informasi, melainkan sebagai arena deliberatif yang 
menjadi bagian dari arsitektur tata kelola pemerintahan modern. Sementara itu, implikasi 

praktisnya menuntut pemerintah untuk menyusun pedoman komunikasi kebijakan 
berbasis media sosial secara sistematis dan kontekstual. Pemerintah juga perlu 

mengembangkan sistem rapid response untuk menjawab isu publik secara tepat waktu, 
serta mendorong co-creation pesan kebijakan melalui kolaborasi dengan masyarakat, 

akademisi, dan komunitas digital. 
Model sintesis ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk riset lanjutan dan 

pengembangan kebijakan komunikasi publik berbasis teknologi. Dengan pendekatan 
interdisipliner ini, artikel berkontribusi pada upaya memperkuat legitimasi institusi publik, 
membangun kepercayaan masyarakat, serta mendorong transformasi pemerintahan 
menuju tata kelola yang lebih demokratis, transparan, dan partisipatif di era digital.  
 
KESIMPULAN 

Artikel ini menyajikan sebuah pendekatan teoretis yang mendalam untuk 
memahami transformasi komunikasi kebijakan melalui pemanfaatan media sosial dalam 
konteks tata kelola digital. Hasil sintesis teori menunjukkan bahwa media sosial bukan 
hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi kebijakan secara satu arah, 
melainkan juga menjadi arena interaktif yang memungkinkan terjadinya pertukaran 
gagasan, transparansi pemerintahan, dan keterlibatan warga negara secara langsung. 
Melalui integrasi tiga pendekatan utama yaitu teori komunikasi dua arah simetris (Grunig 
& Hunt, 1984), konsep tata kelola digital atau digital-era governance (Dunleavy et al., 2006; 
Meijer & Bolívar, 2016), serta model partisipasi publik digital (Arnstein, 1969; Effing et al., 
2016) dihasilkan sebuah kerangka konseptual yang menempatkan media sosial sebagai 
simpul strategis dalam membentuk komunikasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.  

Model konseptual ini menekankan bahwa komunikasi kebijakan di era digital harus 

diarahkan untuk tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga membuka ruang 
partisipasi publik yang luas, membangun transparansi, serta menciptakan dialog antara 
pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, hasil kajian juga mengungkapkan tantangan 
serius, terutama terkait maraknya disinformasi, polarisasi opini akibat algoritma digital, dan 
rendahnya literasi digital masyarakat. Fenomena ini dapat menghambat terwujudnya 
deliberasi publik yang sehat dan menurunkan legitimasi institusi pemerintah, terutama di 
negara berkembang dengan infrastruktur komunikasi yang belum merata. 

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah mengembangkan 
sebuah kerangka komunikasi kebijakan digital yang berlandaskan lima prinsip utama: (1) 
transparansi proaktif, yakni membuka proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi 
kebijakan secara terbuka melalui kanal digital resmi; (2) partisipasi inklusif yang melibatkan 
berbagai lapisan masyarakat melalui forum daring, jajak pendapat, dan konsultasi publik; 
(3) dialog interaktif yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi melibatkan komunikasi dua  
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arah yang bermakna; (4) diseminasi multiplatform dan multimodal yang menyesuaikan 

format pesan dengan karakteristik platform dan audiens; serta (5) penguatan keamanan 
informasi dan etika digital yang mencakup verifikasi konten, manajemen krisis digital, serta 

pedoman etis interaksi daring. 
Implikasi dari rekomendasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Bagi pemerintah dan birokrasi, perlu dilakukan reformasi budaya komunikasi dari yang 
bersifat tertutup menjadi terbuka, serta meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara 

dalam hal pengelolaan komunikasi digital. Bagi para pembuat kebijakan, baik legislatif 
maupun eksekutif, perlu adanya integrasi mekanisme partisipasi digital ke dalam proses 

pembentukan kebijakan formal, disertai perlindungan hukum atas interaksi digital yang 
menjamin hak warga dan keamanan data pribadi. Sementara itu, bagi platform digital 

seperti Meta, Google, dan X Corp., dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat dengan 
pemerintah untuk menekan penyebaran hoaks kebijakan serta menyediakan fitur-fitur civic 

engagement yang memperkuat fungsi deliberatif media sosial. 
Meski artikel ini menyajikan sintesis teoretis yang komprehensif, namun sebagai 

studi konseptual, terdapat beberapa keterbatasan. Artikel ini tidak menyediakan data 
empiris yang dapat digunakan untuk menguji kerangka teori yang ditawarkan secara 
langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi 
kasus komparatif di berbagai institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, 
guna menguji efektivitas penggunaan media sosial dalam membangun dialog kebijakan. 

Selain itu, pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (mixed-methods) dapat 
digunakan untuk mengukur dampak komunikasi kebijakan digital terhadap persepsi publik, 

tingkat partisipasi warga, serta legitimasi kebijakan yang dihasilkan. 
Penelitian di masa depan juga diharapkan dapat mengeksplorasi peran aktor non 

negara seperti komunitas digital, jurnalis warga, dan influencer dalam proses ko-produksi 
pesan kebijakan. Tak kalah penting, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai etika 

komunikasi digital dan tata kelola algoritmik, khususnya dalam konteks bagaimana konten 
kebijakan dimunculkan atau disembunyikan oleh sistem rekomendasi platform digital. 

Dengan pendekatan interdisipliner dan basis data yang lebih luas, diharapkan kajian 
komunikasi kebijakan berbasis media sosial dapat terus berkembang dan memberikan 

kontribusi nyata bagi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, 

inklusif, dan berkeadilan di era digital. 
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